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PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
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0 Ra R er
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o Sin S es
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bawah)
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L Za Z zet (dengan titik di
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¢ Gain G ge
q Fa F ef
S Qaf Q qi
4 Kaf K ka
J Lam L el
N Mim M Em
O Nun N En
5 Wau W We
3 Ha H Ha
. Hamza apostrof
h
¢ Ya Y Ye
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B. Vokal

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang
i=a i=a
= ¢ =ai ¢ =1
f=u sl=au sl =

C. Ta Marbutah
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4.bls ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)
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dengan hurufyang dibri tanda syaddad tersbut.
Contoh:

L., ditulis Rabbana
E. Kata sandang (artikel)
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ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti
dengan huruf yang samadengan huruf yang langsung mengikuti kata
sandang itu.

Contoh:
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odll ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyaah” di
transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sampan.
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<l ditulis al-gamar

. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan.
Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir
kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /°/.

Contoh:

<l ditulis umirtu

viii






PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT, dan Sholawat kepada
Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya,
skripsi ini kupersembahkan kepada:

a. Kedua orang tua saya, ayah tercinta Bapak Slamet Tutur dan Ibunda
tercinta Ibu Sohiroh, yang selalu memberikan doa dan dukungan
kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang shalih dan
shalihah serta bahagia di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT
selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih
sayang-Nya kepada orang tua kami.

b. Bulek Muniroh, kakek Tauhid, nenek Sutriyah terimakasih untuk
setiap do’a yang selalu Kalian panjatkan, untuk setiap motivasi yang
kalian berikan, yang menjadikan semangat penulis dalam
menyelesaikan studi, serta adik-adikku Ahmada habibul Maula dan
Muhammad Nauval Ardavilah, yang selalu memberikan keceriaan.

c. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien
Pekalongan wabilkhusus KH. Aby Abdillah Baghowi dan Ny. Hj
Tutik Alawiyah Al-Hafidzoh selaku pengasuh dan segenap Dewan
Asatidz yang selalu memberikan do’a, nasihat, dan motivasi, serta
memberiku ilmu pengalaman sebagai bekal untuk masa depan.

d. Teman-teman di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien
Pekalongan yang selalu memberikan semangat, memberi keceriaan
dan warna baru dalam hidup.

e. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang



selalu memberikan motifasi, semangat serta dukungannya terutama
Maulidatu Rizqi, Rizqgiyatul Inayati, Sulma Sofiatus Sofiatun, dan
Cadel.

Semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya
skripsi ini, semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan

kepada kita semua. Aamin



11



MOTTO
31 81355 5 1581 Sl sl pdias o s i 2

“Syariat itu dibangun atas dasar kemaslahatan hamba,
dengan  mempertimbangkan qarinah  (konteks) dan
memperhatikan keadaan (situasi).”
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Abstrak

Rosyada, Amrina, 2021, Kajian Al-Maslahah Al-Mursalah terhadap Pemenuhan
Legalitas Perkawinan dan Leglitas Kelahiran dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Skripsi.
Dosen Pembimbing Uswatun Khasanah, M.S.1

Legalitas Perkawinan dan legalitas kelahiran merupakan dua unsur yang
saling berkaitan, apabila perkawinan tidak memiliki legalitas maka tidak dianggap sah
olen Negara, kemudian jika ada pihak yang merasa di rugikan tentu tidak dapat
menuntut haknya di pengadilan. Tidak adanya legalitas kelahiran juga berimplikasi
pada keabsahan identitas diri yang di lindungi oleh Negara. Karenanya hal tersebut
berimplikasi pada hak seorang warga Negara untuk mendapatkan pelayanan dari
pemerintah dan juga tidak bisa menuntut hak-hak lain seperti dalam pengurusan waris.
Jika di hubungkan dengan konteks sekarang dan terkait dengan tingginya angka
perceraian serta banyaknya perkawinan di bawah umur, dan praktik poligami yang
tidak sehat, maka pemerintah menyusun kebijakan baru dalam bentuk perda kota
Pekalongan No.8 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis
unsur legalitas perkawinan dan kelahiran dalam perda tersebut dengan perspektif kajian
Al-Maslahah Al-Mursalah.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yuridis-normatif yang menghimpun
data melalui studi dokumentasi. Hasil data yang telah dihimpun kemudian dianalisis
menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) guna
menguatkan ketahanan keluarga pemerintah mewajibkan setiap individu untuk
melakukan pencatatan perkawinan agar perkawinannya disahkan sesuai dengan
undang-undang yang berlaku dan melakukan pencatatan kelahiran untuk memperoleh
akte kelahiran sebagai bukti autentik kelahiran seseorang. (2) kebijakan ini merupakan
bentuk implementasi Al-Maslahah Al-Mursalah kategori mashlahah hajjiyah, karena
kebijakan mengenai legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran ini merupakan suatu
kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bersifat solutif terhadap kesulitan
yang di hadapi masyarakat. Hal tersebut juga merupakan hal yang fundamental yang
apabila terabaikan akan berdampak pada kerusakan untuk masyarakat.

Kata Kunci : Legalitas Perkawinan, Legalitas Kelahiran, Al-Maslahah Al-Mursalah
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Abstract

The legality of marriage and the legality of birth are two interrelated elements,
if a marriage does not have legality then it is not considered valid by the State, then if
there are parties who feel disadvantaged, of course they cannot claim their rights in
court. The absence of legality of birth also has implications for the validity of self-
identity which is protected by the State. Therefore this has implications for the right of
a citizen to obtain services from the government and also cannot claim other rights
such as in the management of inheritance. If it is related to the current context and
related to the high divorce rate and the number of underage marriages, and the
unhealthy practice of polygamy, the government has formulated a new policy in the
form of the Pekalongan city regulation No. 8 on the Implementation of Family
Resilience Development. Based on this, this study aims to explain and analyze the
elements of the legality of marriage and birth in the regional regulation with the
perspective of the study of Al-Mahlahah Al-Mursalah.

This thesis is the result of juridical-normative research that collects data
through documentation studies. The results of the data that have been collected are
then analyzed using content analysis methods. The results of this study indicate that:
(1) in order to strengthen family resilience, the government requires every individual to
register marriages so that their marriages are legalized in accordance with applicable
laws and to register births to obtain a birth certificate as authentic evidence of a
person's birth. (2) this policy is a form of implementation of Al-Maslahah Al-Mursalah
in the category of mashlahah hajjiyah, because the policy regarding the legality of
marriage and the legality of birth is an interest that is beneficial to the community and
is a solution to the difficulties faced by the community. This is also a fundamental thing
which if neglected will have an impact on damage to society.

Keywords: Marriage Legality, Birth Legality, Al-Maslahah Al-Mursalah
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan
sebagai suami-istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.’
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterangkan bahwa
pernikahan merupakan istilah perkawinan dalam hukum Islam, yang berarti
suatu akad yang sangat kuat atau misagan galizan untuk mentaati perintah
Allah dan bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya.? Bersumber mengenai
hal tersebut, perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis,
namun perkawinan merupakan kejadian sakral, dengan tujuan membangun
keluarga bahagia. Menurut Islam, tujuan perikahan adalah membentuk
kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.’

Setiap orang menginginkan keluarganya bahagia, tetapi pada
kenyataannya karena proses transformasi sosial yang sangat cepat dan tidak
dapat dihindari, mengakibatkan perubahan struktural dan fungsional keluarga,
keluarga sering dihadapkan dengan berbagai masalah, dan jumlah serta
kompleksitas masalah tersebut semakin meningkat. Peran serta keluarga disini
sangatlah dibutuhkan, mereka harus bisa menyelesaikan berbagai masalah
yang mereka hadapi. Ketidakmampuan suami istri dalam mempertahankan

keluarga mengakibatkan retaknya hubungan bahkan tidak sedikit yang

! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2
3 Kompilasi Hukum Islam pasal 3



berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian
disebutkan sebagai salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan antara
suami dan istri. Dampak dari perceraian sendiri tidak hanya dirasakan oleh
pasangan suami istri, namun ada anak-anak yang juga ikut terkena dampak
dari perceraian tersebut.* Beberapa perubahan yang diakibatkan oleh
perceraian antara lain (1) berhentinya kesenangan seksual, (2) kehilangan per-
sahabatan, saling kasih, atau rasa terlindungi, (3) hilangnya panutan yang
harus diikuti oleh anak-anak di masa dewasa, (4) penambahan beban keluarga
bagi pasangan yang ditinggalkan, (5) Masalah ekonomi, dll.> Meski dampak
perceraian sangat nyata, namun angka perceraian di Indonesia terus
meningkat, seperti yang terjadi di Kota Pakalongan. Hamid Anshori, Humas
PA-IA Kota Pekalongan, mengatakan pada 2018, PA Pekalongan menerima
450 gugat cerai dan 166 perkara talak cerai, sedangkan pada 2019 tercatat 449
perkara gugat cerai dan 166 perkara talak cerai.®

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Kota Pekalongan, hal ini
menimbulkan keprihatinan sendiri bagi Pemerintah. Tidak hanya itu, banyak
permasalahan keluarga yang menunjukkan rendahnya mutu kehidupan
manusia, serta rendahnya ketahanan keluarga merupakan potensi negatif yang
bisa menjadi hambatan bagi perkembangan daerah kedepannya. Kerentanan
keluarga yang terjadi bisa nampak dari banyaknya permasalahan narkoba yang

membelenggu para anak muda serta pemudanya, kekerasan dalam keluarga,

* Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, (Jakarta: Grasindo, 2003), him 27

% Fachrina dan Anggraini, Penyesuaian Kembali (Readjustment) Peran dan Hubungan
Sosial Pasangan Yang Bercerai, (Padang: Universitas Andalas, 2007).him 38

® Diakses melalui https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q48rba320 pada
3 Agustus 2020
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anak terlantar, serta sebagainya.

Faktor- faktor yang pengaruhi hal tersebut sangat bermacam-
macam, tetapi dalam hal ini faktor keluarga serta lingkunganlah yang sangat
berperan. Faktor lain adalah pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi
yang sangat berpengaruh pada ketahanan keluarga sebagai unit terkecil
masyarakat. Atas dasar rasa keprihatinan Pemerintah tersebut akhirnya
Pemerintah membuat kebijakan yang tertuang dalam Perda Kota Pekalongan
No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan
Keluarga dalam rangka mendorong kesuksesan pembangunan daerah serta
ketahanan nasional yang diawali dari keluarga selaku unit terkecil masyarakat
yang butuh memperoleh peluang seluas- luasnya guna terpenuhi haknya
dengan berpegang teguh pada nilai- nilai luhur serta jati diri bangsa untuk
mewujudkan keluarga sejahtera, religius serta berbudaya.”

Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan upaya komprehensif,
berkesinambungan, gradual,  koordinatif  serta  maksimal secara
berkepanjangan oleh Pemerintah Wilayah, Pemerintah Kabupaten/ Kota,
pemangku kepentingan terpaut serta warga, dalam menghasilkan,
mengoptimalisasi keuletan serta ketangguhan keluarga untuk tumbuh, guna
hidup harmonis dalam tingkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir serta batin.?
Upaya meningkatkan ketahanan keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan
dalam rangka mengurangi ataupun menanggulangi bermacam permasalahan

yang membatasi pembangunan daerah, dengan dipahaminya tingkatan

” Perda Kota Pekalongan No.8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan
ketahanan keluarga

® Perda Kota Pekalongan No.8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan
ketahanan keluarga



ketahanan keluarga, maka dinamika kehidupan sosial dan keluarga sebagai
salah satu aspek kesejahteraan keluarga juga bisa diukur. Keadaan ketahanan
keluarga menjadi cerminan kondisi serta pertumbuhan pembangunan sosial
yang sedang berlangsung.®

Walikota Pekalongan Saelany mengataan bahwa harapan dengan
diterbitkannya perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 ini ialah bisa
merendahkan angka perceraian dan nikah muda di Kota Pekalongan. Indikator
keberhasilan pelaksanaan Perda ini yakni menurunnya angka perceraian serta
tidak terdapat lagi yang melakukan pernikahan dini, sehingga bisa melahirkan
generasi emas ke depannya, pernikahan dini menjadi permasalahan dalam
penciptaan generasi muda. Pembinaan yang dilakukan di tingkatan kelurahan
dengan cara memberikan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
tentu akan menolong Kota Pekalongan dalam menghasilkan generasi yang
unggul. Pembinaan dan penasihatan yang dilakukan oleh konselor sangat
bermanfaat untuk generasi muda, dan juga dapat merekatkan pernikahan yang
sakinah, mawaddah, dan rohmah. Program ini telah berjalan serta perlu
disosialisasikan secara masif. Melalui program ini diharapkan sinergitas
dengan kelurahan untuk memberikan masukan ke keluarga yang berselisih
lebih terencana, di samping itu untuk pasangan yang sudah berkehendak
menikah agar mengikuti kursus pranikah (kurspranik) di BP4 Kota
Pekalongan. Pada tahun 2019 jumlah calon pasangan yang menjajaki
kurspranik baru 27%, dengan adanya perda ini diharapkan dapat meningkat

100%. Ke depannya akan ada imbauan untuk industri dan bidang

% Perda Kota Pekalongan No.8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan
ketahanan keluarga



ketenagaakerjaan untuk memberikan kesempatan pada karyawan yang hendak
menikah untuk bisa mengikuti kegiatan kurspranik.*

Perda kota Pekalongan nomor 8 tahun 2019 ini terdapat beberapa sub
bagian, dan dalam paragraph 2 pasal 11 terdapat landasan legalitas dan
keutuhan keluarga, yang terdiri atas unsur:

a. Legalitas perkawinan dan kependudukan

b. Kesetaraan gender

Adapun dalam naskah akademik perda penyelenggaraan
pembangunan ketahanan keluarga menjelaskan bahwa landasan legalitas dan
keutuhan keluarga ini terdapat 3 variabel (7 indikator) sbb:

a. Variabel landasan legalitas diukur berdasarkan 2 (dua) indicator,

yaitu : legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran.

b. Variabel keutuhan keluarga diukur berdasarkan 2 (satu) indicator,
yaitu: keberadaan pasangan suami istri yang tinggal bersama
dalam satu rumah

c. Variabel kemitraan gender diukur berdasarkan 4 (empat) indicator,
yaitu: kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suami istri,
keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan
keluarga.™

Tiap keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi unsur legalitas
pernikahan serta kependudukan antara lain: dokumen perkawinan, akta

kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu penduduk serta akta

19 Diaskses melalui https://infosekitarpekalongan.com/turunkan-angka-perceraian-perda-
penyelenggaraan-ketahanan-keluarga-disosialisasikan/

' Naskah Akademik Rancangan Perda Kota Pekalongan No.8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, him.14



kematian. Guna merealisasikan program ini Pemerintah Daerah memfasilitasi
untuk tiap penduduk wilayah dengan mendorong kemudahan pengurusan
dokumen pernikahan serta kependudukan dan bimbingan tentang pernikahan
serta rumah tangga. Pemerintah Daerah juga melakukan bimbingan kepada
keluarga tentang kesetaraan gender dalam mengelola rumah tangga lewat
media bimbingan ketahanan keluarga serta/ atau pembelajaran/ pelatihan.

Pemerintah kota membuat sebuah kebijakan terkait unsur legalitas
perkawinan dan legalitas kelahiran dengan mewajibkan masyarakat untuk
melakukan pencatatan perkawinannya guna menunjukkan kebenaran
pernikahan ~ yang telah  berlangsung, sebagai  bukti  kelegalan
pernikahan tersebut maka akan diberikan buku nikah bagi setiap
pasangan. Pemerintah juga mewajibkan setiap individu untuk mencatat
kelahirannya untuk mengetahui dan mempermudah mencari titik terang status
seorang anak, bukti telah tercatatnya kelahiran seseorang maka dengan
dipunyainya akta kelahiran bagi setiap individu. Kebijakan pemerintah akan
hal ini patut untuk diapresiasi, karena membawa manfaat dan solusi bagi
kesulitan masyarakat secara umum, dan hal itu merupakan Maslahah baru.
Berdasarkan hal itu penulis akan mengkajinya berdasar Al-Maslahah Al-
Mursalah. Al-Maslahah Al-Mursalah ialah maslahah baru yang belum ada
rujukannya dalam Al-qu’an maupun Hadis, baik yang menolak maupun yang
mengakuinya dalam sumber hukum islam yang itu harus ditentukan posisi
keabsahannya

Adapun fokus penelitian kali ini, peneliti akan meneliti lebih lanjut

Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ketahanan Keluarga pada paragraph 2



pasal 11 huruf a tentang pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas
kelahiran, dimana tercermin bahwa landasan legalitas perkawinan dan
legalitas kelahiran adalah salah satu fondasi penting bagi keluarga untuk
membentuk keluarga yang rukun, tentram jasmani dan rohani. Menurut
peraturan negara, pernikahan yang tidak sah dapat menjadi kendala bagi
terwujudnya kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang kokoh, sebab
perkawinan semacam itu dapat berisiko tidak terpenuhinya hak-hak anak dan
istri.

Maka kajian ilmiah ini menarik jika diteliti berdasarkan konsep Al-
Maslahah Al-Mursalah. Karenanya peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih
dalam, dengan ini peneliti akan meneliti tentang pemenuhan legalitas
perkawinan dan legalitas kelahiran dalam perda kota Pekalongan No.8 tahun
2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan
mengambil judul Kajian Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Pemenuhan
Legalitas Perkawinan Dan Legalitas Kelahiran Dalam Membangun
Ketahanan Keluarga (Studi Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun

2019 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga)

B. Rumusan Masalah :
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Peneliti
merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana ketentuan pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas
kelahiran dalam perda kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan keluarga ?



2. Bagaimana analisis Al-Maslahah Al-Mursalah terhadap pemenuhan
legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dalam Perda Kota Pekalongan
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan
keluarga ?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan

di atas, yaitu :

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan ketentuan pemenuhan legalitas
perkawinan dan legalitas kelahiran dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan keluarga.

2. Untuk memahami dan menganalisis Peraturan Pemerintah terhadap
pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dalam Perda Kota
Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan
Ketahanan keluarga berdasar prinsip-prinsip Maslasah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Hasil Penelitian ini diharapkann dapat dijadikan bahan acuan pada
penelitian selanjutnya berkenaan dengan masalah yang terkait.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dalam memperkaya wawasan terkait ketahanan keluarga
khususnya kebijakan pemerintah dalam perspektif Al-Maslahah Al-

Mursalah.



2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini harapannya bisa menjadi bahan informasi bagi
masyarakat yang sudah berkeluarga maupun yang akan berkeluarga
untuk bisa membangun serta meningkatkan kesejahteraan dan
keharmonisan dalam keluarga dan perlunya memenuhi peraturan
pemerintah terkait hal itu.

b. Hasil penelitian ini harapannya bisa bermanfaat bagi praktisi hukum
dan tokoh masyarakat untuk mempelajari tentang agama terkait
kebijakan Negara yang melekat.

E. Penelitian yang Relevan

Pertama, dalam tesis Nastangin "Ketahanan Keluarga Alih Agama
(Studi di Dusun Rawaseneng Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan,
Kabupaten Temanggung), penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan
penelitiannya, ia menemukan bahwa penyebab terjadinya suami istri beralih
agama adalah faktor pendidikan yang masih sedikit, sebab aspek sosial ataupun
area yang tidak hanya sekedar 1 kepercayaan yang di yakini, dan aspek
keluarga yang kuang rukun. Namun walaupun begitu, keluarga-keluarga
tersebut senantiasa bertahan, tidak sering bertengkar ataupun bermasalah sebab
bedanya agama. Berawal dari prinsip pilihan keluarga ini, agama merupakan
hak dari setiap orang, sehingga mereka tidak mempermasalahkan tentang
agama yang dianutnya. Inilah yang memungkinkan keluarga untuk bertahan
hidup, meskipun agama tidak berperan baik dalam keluarga, adanya rasa cinta
serta kasih sayang antara suami istri juga anggota Kkeluarga, serta dengan

terjalin baik komunikasi dan hubungan yang baik antar anggota keluarga, dari
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situ keluarga memiliki komitmen untuk menjaga kehidupan keluarga mereka.*?

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Nastangin dengan
penelitian peneliti adalah penelitian Nastangin lebih pada upaya ketahanan
keluarga yang beralih agama, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih
berfokus pada mengkaji unsur legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran
dengan konsep hukum Islam Al-Maslahah Al-Mursalah.

Kedua, Jurnal Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful
“Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor
Terjadinya Perceraian”, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa ketidakharmonisan
dalam keluarga merupakan faktor yang menjadikan salah satu penyebab
perceraian dalam keluarga. Ketidakharmonisan ini disebabkan oleh perubahan
mutu pernikahan. Pasangan yang kurang memahami hakikat tujuan menikah,
dan berkeluarga menimbulkan ketidakcocokan, perselisihan, moral yang buruk,
kecemburuan dan campur tangan eksternal, dan aspek ekonomi. Ketahanan
keluarga ialah salah satu aspek keharmonisan dalam keluarga, yang berdampak
pada keharmonisan sosial. Oleh sebab itu, nilai-nilai ketahanan keluarga yang
dilandasi oleh nilai-nilai agama butuh dipahami sebagai kebutuhan bersama
dalam keluarga, sehingga keharmonisan serta kebahagiaan keluarga bisa
tercapai.

Peran penting keluarga, BP4 serta lembaga mediasi lainnya begitu di
pentingkan dalam mencegah perceraian dan memperkuat keluarga melalui
penyuluhan keluarga bagi pasangan dan keluarga. Untuk calon pengantin yang

hendak menikah ataupun sudah menikah perlun untuk mengikuti pembekalan

12 Nastangin, ketahanan keluarga alih agama (studi di dusun Rawaeneng desa Ngemplak
kecamatan Kandangan kabupaten Temanggung), (thesis uin sunan kalijaga: 2015).
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yang diselenggarakan oleh pejabat yang berwenang ataupun lembaga lain yang
menyelenggarakan kursus ataupun persiapan pranikah®

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Rizgi Maulida Amalia,
M. Yudi Ali Akbar, Syariful dengan penelitian peneliti adalah penelitian Rizqi
Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful lebih pada upaya sumbangsih
ketahanan keluarga dalam perceraian, sedangkan penelitian yang dilakukan
peneliti lebih berfokus pada mengkaji unsur legalitas perkawinan dan legalitas
kelahiran dengan konsep hukum Islam Al-Masiahah Al-Mursalah.

Ketiga, Jurnal Herien Puspitawati, Yasmin Azizah, Aditya Mulyana,
Azmi Faatihatur Rahmah “Hubungan Gender, Ketahanan Keluarga dan
Kualitas Perkawinan pada Rumah Tangga Nelayan dan Buruh Tani” Brondol
“Bawang Hijau”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasukan per kapita
keluarga nelayan sebesar Rp1. 143. 990, 00 per bulan yang berarti pendapatan
perkapita tahun 2016 lebih tinggi dari garis kemiskinan Kabupaten Bekasi.
Pendapatan keluarga buruh tani ialah Rp 321. 831, 00 per bulan., masih di
dasar garis kemiskinan di Kabupaten Brebes pada tahun 2017. Hasil uji beda
independent t- test menunjukkan jika keluarga nelayan memiliki relasi gender
yang lebih baik dibandingkan dengan keluarga buruh tani‘ brondol’ bawang
merah. Kondisi ketahanan keluarga nelayan dan buruh brondol’ bawang merah
memiliki perbandingan yang sangat signifikan pada dimensi legalitas- struktur,
ketahanan raga, ketahanan sosial- budaya, dan ketahanan sosialpsikologis.

Secara keseluruhan rata- rata ketahanan keluarga buruh tani‘ brondol’

bawang merah lebih besar dibandingkan keluarga nelayan. Sebaliknya itu,

B3 Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar dan Syariful, “Ketahanan Keluarga dan
Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian.” (Jakarta: Program Guru
BPI, No.2, September, 11, 2017)
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kualitas pernikahan keluarga nelayan lebih baik dibandingkan dengan keluarga
buruh tani‘ brondol’ bawang merah. Hasil regresi menunjukkan jika faktor-
aspek yang berpengaruh terhadap kualitas perkawinan bersumber pada urutan
kekuatan koefisien regresi merupakan kedekatan gender, pendapatan perkapita,
dan ketahanan keluarga. Bersumber pada hasil studi, kualitas pernikahan
dipengaruhi oleh relasi gender maka keluarga nelayan dan keluarga buruh tani‘
brondol’ bawang merah diharapkan dapat meningkatkan relasi gender baik
pada aktivitas publik, dalam negara, serta sosial kemasyarakatan sehingga
kualitas pernikahan yang dihasilkan dapat meningkat.**

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Herien Puspitawati,
Yasmin Azizah, Aditya Mulyana, Azmi Faatihatur Rahmah dengan penelitian
peneliti adalah penelitian mereka lebih pada menkaji mutu perkawinan pada
keluarga nelayan serta buruh tani* brondol” bawang merah bersumber pada
urutan kekuatan koefisien regresi merupakan relasi gender, pemasukan
perkapita, serta ketahanan keluarga, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan
lebih berfokus pada mengkaji unsur legalitas perkawinan dan legalitas
kelahiran dengan konsep hukum Islam Al-Maslahah Al-Mursalah.

Keempat, Skripsi Taufik Hidayat “Kebijakan Pemerintah Kota Depok
Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga (Studi Terhadap Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017)” menarangkan bawha latar belakang
dibentuknya peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang

peningkatan ketahanan keluarga dapat digolongkan kedalam 3 bagian yakni

¥ Herein Puspitawati, Yasmin Azizah, Aditya Mulyana, dan Azmi Faatihatur Rahmah.,
Relasi Gender, Ketahanan Keluarga Dan Kualitas Pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan
Buruh Tani “Brondol”Bawang Merah",(Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan kosumen,
Fakultas Ekologi Manusia, IPB, 1, Januari, X1, 2017)
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latar belakang filosofis, latar belakang sosiologis, dan latar belakang yuridis.
Kenaikan ketahanan keluarga Depok bertujuan untuk meningkatkan mutu,
guna, kedudukan dan keharmonisan dalam keluarga, yang ruang lingkupnya
meliputi bimbingan pra nikah, pembangunan keharmonisan keluarga,
pendidikan dan pengasuhan anak dsb. Terpaut implementasi perda kota Depok
nomor. 9 tahun 2017 tentang peningkatan ketahanan keluarga sudah ada
sebagian program yang telah dilaksanakan, namun yang sangat disayangkan
ialah belum adanya petunjuk pelaksanaan perda ketahanan keluarga serta
peraturan walikota terpaut ketahanan keluarga. Mestinya perihal tersebut sudah
cocok dengan apa yang diamanahkan dalam perda ketahanan keluarga
tersebut.’

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Taufik Hidayat, adalah
penelitian Taufik Hidayat lebih pada menkaji kebijakan pemerintah Kota
Depok terhadap peningkatan ketahanan keluarga sedangkan penelitian yang
peneliti lakukan lebih berfokus pada mengkaji unsur legalitas perkawinan dan
legalitas kelahiran dengan konsep hukum Islam Al-Maslahah Al-Mursalah.

Kelima, skripsi Ayu Nur Rahmawati “tinjauan maqasid asy-syari’ah
terhadap pola ketahanan keluarga untuk mencegah kenakalan remaja” di peroleh
hasil bahwa didapatkan pola ketahanan keluarga (dengan mempraktikkan
fungsi keagamaan, budaya, kecintaan, melindungi, reproduksi, sosialisasi
pembelajaran, ekonomi dan pemeliharaan lingkungan) pada keluarga yang
anaknya tidak melaksanakan kenakalan cocok dengan maqasid asy- syari’ ah

dan pengaruh terhadap anak secara spiritualitas, budaya dan kecerdasan. Pola

5 Taufik Hidayat, Kebijakan Pemerintah Kota Depok Terhadap Peningkatan Ketahanan
Keluarga (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017, program studi
hukum keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2017)
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ketahanan keluarga tersebut, dalam keluarga yang anaknya pernah melakukan
kenakalan cocok dengan maqasid asy- syari’ ah, namun dalam penerapan hifz
din( belum tercapai) dan hifz mal( pada AS belum tercapai), pengaruh spiritual,
budaya( pada AS) dan kecerdasan( pada AS) tidak terdapat.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Ayu Nur Rahmawati
adalah penelitian Ayu Nur Rahmawati lebih pada menkaji pola ketahanan
keluarga untuk menghindari kenakalan remaja tinjauan maqasid asy-Syari’ah
sedangkan penelitian yang peneliti teliti lebih berfokus pada mengkaji unsur
legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dengan konsep hukum Islam Al-
Maslahah Al-Mursalah.

Penelitian terdahulu yang telah peneliti-peneliti tulis tentunya berbeda
dengan penelitian yang akan saya lakukan, karena penelitian ini akan berfokus
pada penerapan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran di kota Pekalongan
dan bagaimana konsep hukum Islamnya sesuai Al-Maslahah Al-Mursalah
mengenai hal tersebut.

. Kerangka Teori

Perkawinan ialah sunatullah yang umum dan berlaku pada segala
makhluk- Nya, baik pada manusia, tumbuh- tanaman maupun hewan.
Perkawinan ialah suatu cara yang Allah Swt kehendaki sebagai jalur bagi
makhluk-nya untuk berkembang biak, serta melestarikan hidupnya.'®
Ketahanan Keluarga merupakan keadaan keluarga yang mempunyai keuletan
serta ketangguhan dan memiliki keahlian fisik materiil dan psikis mental

spiritual guna hidup mandiri dan meningkatkan diri serta keluarganya untuk

16 Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat I .(Bandung: Pustaka setia, 1999).him
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hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan
batin. Istilah ketahanan keluarga (family strength or family resilience) di
promosikan oleh para ahli sosiologi keluarga yang mulai diperkenalkan mulai
akhir tahun 1950 maupun dini tahun 1960- an. Istilah ketahanan keluarga lebih
menampilkan sesuatu kekuatan baik dari sisi input, proses, ataupun output/
outcome, apalagi akibat dari output/ outcome yang dirasakan manfaatnya untuk
keluarga dan kekuatan daya juang keluarga (coping strategies) dalam
membiasakan dengan lingkungan di sekitarnya.'’

Secara yuridis, Undang- undang No 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
menyatakan bahwa “Ketahanan keluarga berperan sebagai alat untuk mengukur
seberapa jauh keluarga sudah menjalankan peranan, guna, tugas- tugas, serta
tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”.'®
Tantangan yang di hadapi Bangsa Indonesia dalam jangka menengah dan
panjang ialah pencapaian target Indonesia Sejahtera Tahun 2025 dan Generasi
Emas Tahun 2045.

Al- Maslahah Al- Mursalah terdiri dari 2 kata yaitu Maslahah serta
mursalah. arti Maslahah dalam bahasa Arab ialah suatu perbuatan yang
mendorong pada kebaikan manusia. Sedangkan pengertian secara universal

ialah setip suatu yang berguna buat manusia, baik dalam arti menarik maupun

menghasilkan keuntungan atau kesenangan, maupun dalam arti menolak atau

7 Indah Puspitasari, Studi Komparasi Tingkat Stress Lanjut Usia Yang Mengikuti dan
Tidak Mengikuti Senam Bugar Lansia (SBL) Di Dusun Mrisi Desa Tirtonirmolo Kasihan
Bantul. ” Sekolah Tinggi IlImu Kesehatan Aisyiyah. (Yogyakarta.:2012), him 70

18 Skrisi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bab 1 him 9
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menghindarkan kemudaratan maupun kehancuran.*

Menurut Imam Malik sebagaimana hasil analisis Al- Syatibi, Al-
Maslahah Al- Mursalah merupakan sesuatu maslahah yang selaras/ sesuai
dengan tujuan, prinsip serta dalil- dalil syara’ yang berperan untuk
menghilangkan kesempitan, baik yang bertabiat dharuriyah (primer) ataupun
hajiyah (sekunder). Sedangkan menurut pakar ushul, Masiahah bisa dimaksud
kemaslahatan yang disyariatkan dalam bentuk hukum dalam rangka
menciptakan kemaslahatan, disamping tidak ada dalil yang membetulkan serta
menyalahkannya.?’ Bersumber pada sebagian definisi tentang Al-Maslahah Al-
Mursalah bisa disimpulkan bahwa Al-Maslahah Al-Mursalah merupakan suatu
yang di anggap baik oleh akal sehat karena menciptakan kebaikan serta
meninggalkan keburukan ataupun kehancuran untuk manusia yang sejalan
dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.?

Ruang lingkup penerapan Al-Maslahah Al-Mursalah tidak hanya yang
berlandaskan pada hukum syara’ secara universal, namun juga wajib di
perhatikan adat serta ikatan antara satu manusia dengan yang lain, dengan kata
lain Al- Maslahah Al- Mursalah hanya meliputi kemaslahatan yang
berhubungan dengan muamalah.??  Sebagaimana dalam penelitian ini
merupakan permasalahan yang berhubungan langsung dengan kehidupan
sehari-hari, sehingga menurut peneliti antara konsep Al-Maslahah Al-Mursalah
yang mengedepankan kemaslahatan dengan kasus yang hendak diteliti peneliti

ialah tentang unsur legalitas pernikahan serta legalitas kelahiran dalam Perda

Y Amir Syarifuddin, Ushul Figh Il, (Jakarta: Kencana, 2011), him. 345.

2Amir Syarifuddin. Ushul Figh Jilid 11, him. 348-354.

2L Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 11, him. 347.

22 Rachmat Syafe’l, Ilmu Ushul Figh, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), him. 117.
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Kota Pekalongan nomor 8 tahun 2019 terdapat kesinambungan.
G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-Normatif
dengan memakai pendekatan konsep hukum Islam. Penelitian Yuridis-
Normatif ialah sesuatu aktivitas ilmiah yang bersumber pada tata cara,
sistematika serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menekuni suatu
ataupun sebagian indikasi hukum tertentu.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan
kualitatif yaitu penulis mencari makna, pemahaman, pengertian terhadap
suatu hal atau fenomena yang akan di teliti.”® Dalam hal ini peneliti
meninjau legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dengan jalur
menganalisisnya untuk mendapatkan pengetahuan tentang status hukum
dengan pendekatan Al- Maslahah Al- Mursalah.?*

3. Fokus penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah pada pasal 11 ayat (a) tentang
pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dalam perda kota
Pekalongan nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan
ketahanan keluarga dan menganalisisnya dengan metode Al-Maslahah Al-

Mursalah.

% Muri Yusuf. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta. 2007),
him.137

2 Soejono dan H Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan.
(Jakarta: Rineke Cipta, 1999) him. 110
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4. Sumber penelitian

penelitian pustaka (library research) ialah penelitian yang
memakai data- data ataupun bahan- bahan yang dibutuhkan, dalam
menuntaskan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berbentuk
buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah serta lain
sebagainya.*Adapun sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan
menjadi tiga bahan informasi ialah:
a. Bahan hukum primer (primary law material)

Bahan hukum vyang memiliki kekuatan mengikat secara
universal (perundang- undangan) ataupun memiliki kekuatan mengikat
bagi pihak- pihak yang berkepentingan (kontrak, kesepakatan,
dokumen hukum, serta putusan hakim).?® Peneliti dalam perihal ini
memakai Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2019 tentang
penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga selaku bahan
primer.

b. Bahan hukum sekunder (secondary law material)

lalah bahan hukum yang memberi uraian terhadap bahan hukum
primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, serta media
cetak, ataupun elektronik).?” Peneliti memakai buku-buku, jurnal serta
teks yang terpaut dengan legalitas pernikahan serta legalitas kelahiran

dalam ketahanan keluarga serta Al- Maslahah Al- Mursalah.

% Nursapia Harahap. “Penelitian Kepustakaan”. Jurnal Iqra’ Vol. 08 No. 01, 2014, h. 68.

2% Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1 (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2004), him. 82.
27 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Huku., Cet.1. (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2004), him.82.
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c. Bahan tersier (tertiary law material)
lalah bahan hukum yang memberikan uraian terhadap bahan
hukum primer serta bahan hukum sekunder (rancangan undang-
undang, kamus hukum, serta ensiklopedia).?® Peneliti di sini memakai
kamus serta ensiklopedia yang terpaut dengan tema.
5. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek pada penelitian ini adalah legalitas pernikahan serta
legalitas kelahiran dalam Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2019 tentang
penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, sedangkan objek
penelitian ini merupakan Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2019 tentang
penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi
dokumentasi/ studi literature, lalah mencari informasi mengenai hal- hal
yang berbentuk catatan, majalah, pesan berita dsb.

7. Teknik Analisis Data

Informasi yang diperoleh dianalisis memakai analisis isi (content
analysis). Analisis ini bisa dipakai untuk menganalisis seluruh wujud
komunikasi, semacam pada surat kabar, buku, film, dan sebagainya.
Adapun analisis isi yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah
dengan menganalisis pasal-pasal dalam perda yang kemudian disesuaikan

dengan teori Al- Maslahah Al- Mursalah.

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, him.82.
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H. Sistematika Penelitian

BAB | vyaitu Pendahuluan, berisi: latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori,

metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB Il yaitu Landasan Teori, berisi mengenai, konsep ketahanan
keluarga, legalitas perkawinan, legalitas kelahiran serta teori Al-Maslahah Al-

Mursalah

BAB Il Hasil Penelitian, membahas tentang gambaran umum Kkota
Pekalongan, gambaran umum tentang peraturan daerah kota Pekalongan nomor
8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga,
pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dalam perda kota
Pekalongan nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan

ketahanan keluarga.

BAB IV Analisis hasil penelitian, membahas tentang ketentuan
pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dalam perda kota
Pekalongan nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan
ketahanan keluarga dan analisis Al-Maslahah Al-Mursalah terhadap unsur
legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dalam perda kota Pekalongan

nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga

BAB V Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil penelitian yang telah

diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penmaparan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa:

1. Ketentuan pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran Perda
Kota pekalongan No. 8 tahun 2019 mengandung maksud bahwa guna
mengokohkan ketahanan keluarga kota Pekalongan pemerintah membuat
kebijakan baru dengan mewajibkan setiap individu untuk melakukan
pencatatan perkawinan dengan mendaftarkan setiap perkawinan kepada
pegawai pencatat nikah agar perkawinannya disahkan sesuai dengan
undang-undang yang berlaku, dan melakukan pencatatan kelahiran dengan
mendaftarkan setiap kelahiran seseorang kepada pegawai catatan sipil agar
status anak diakui oleh Negara.

Sebagai bukti bahwa perkawinan seseorang telah dicatatkan adalah dengan
diterbitkannya akta nikah dan bentuk salinannya yang biasa disebut buku
nikah dan diberikan kepada masing-masing pasangan, dan untuk pencatatan
kelahiran bukti telah dicatatkannya kelahiran seseorang adalah terbitnya
akte kelahiran sebagai bukti autentik kelahiran seseorang. Hal ini dilakukan
guna tertib administrasi dan yang terpenting adalah untuk melindungi hak-
hak yang dimiliki oleh suami, istri dan juga anak.

2. Perda kota Pekalongan nomor 8 tahun 2019 ini sesuai dengan maslahah
mursalah, karena tidak ada dalil yang menyuruh maupun yang menolaknya,
yang dalam segi kehujjahannya termasuk dalam kategori maslahah

hajiyahah, karena kebijakan mengenai legalitas perkawinan dan legalitas

91
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kelahiran ini merupakan suatu kepentingan yang baik untuk dilaksanakan
atau sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan bersifat mencari
solusiternadap kesulitan masyarakat dan tidak berkait dengan hal-hal

fundamental yang jika hal tersebut tidak ada akan merobohkan masyarakat.

B. SARAN
Berdasarkan pembahasan penelitian di atas maka terdapat saran penulis
yang bisa disampaikan:

1. Berdasarkan terbitnya perda nomor 8 tahun 2019 ini diharapkan untuk
lembaga pemerintah Kota Pekalongan lebih intensif dalam melaksanakan
sosialisasi terhadap PeraturanDaerah Kota Pekalongan No 8 tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga supaya warga
sanggup menguasai dengan baik fungsi dan tujuan adanya peraturan daerah
tersebut yang bisa membantu menanggulangi dinamika sosial dalam
kehidupan berumah tangga.

2. Besar pula harapan penulis terhadap pemenuhan hak atas istri serta anak
selaku pelaksana tugas kepala keluarga supaya betul- betul diperhatikan
atas hak- haknya supaya iktikad serta tujuan terdapatnya perda ini bisa
dirasakan oleh warga.

3. Untuk pihak kelurahan harapannya bisa mudah diajak kerja sama dengan
pemerintah kota untuk merealisasikan program tersebut agar maksud tujuan
perda ini tersampaikan pada masyarakat tanpa terkecuali sesuai dengan apa
yang di kehendaki pemerintah kota dan tentunya agar mempermudah

penyaluran program pemerintah ini kepada masyarakat.
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4. Untuk masyarakat tentunya harus mendukung serta menjalankan program
pemerintah ini dengan mematuhinya sesuai anjuran pemerintah, karena jika
adanya peraturan namun tidak ada dukungan dari masyarakat, maka
peraturan ini dianggap percuma. Karena adanya peraturan ini adalah untuk

masyarakat bisa menaati guna Kketertiban masyarakat bisa tercapai.
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WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

: a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan

pembangunan daerah dan ketahanan mnasional
diperlukan upaya pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya yang dimulai dari keluarga sebagai unit
terkecil masyarakat yang perlu mendapatkan
kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya
dengan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur dan
jati diri bangsa untuk mewujudkan keluarga
sejahtera, religius dan berbudaya;

bahwa pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi
informasi sangat mempengaruhi ketahanan keluarga
sebagai unit terkecil masyarakat;

bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan arah
kebijakan terkait pembangunan keluarga melalui
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga,
perlu landasan yang kuat mengenai Penyelenggaraan
Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam suatu
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5080);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3381);

. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5614);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan
Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 96);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Pekalongan.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wurusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Pekalongan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari
suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya,
atau ibu dan anaknya.

Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan
dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan
psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri
dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan
kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif,
berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara
berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota,
pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan,
mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk
berkembang guna hidup harmonis dalam  meningkatkan
kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. fungsi dan tanggung jawab Keluarga;

b. Ketahanan Keluarga;

c. Kader Pendamping Ketahanan Keluarga;
d. peran serta masyarakat;

e. sistem informasi ketahanan keluarga;

f. pemantauan dan evaluasi; dan

g. pendanaan.

BAB III
FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 3

(1) Setiap Keluarga wajib menjalankan fungsi Keluarga.

(2) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi aspek:

a. keagamaan;

b. sosial budaya;

c. cinta kasih;

d. perlindungan;

e. reproduksi;

f. sosialisasi dan pendidikan;
g. ekonomi; dan

h. pembinaan lingkungan.

Pasal 4
(1) Keluarga bertanggung jawab dalam membangun dan menjaga
Ketahanan Keluarga.

(2) Tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. meningkatkan ketaatan terhadap ajaran agama,;

b. meningkatkan pemahaman, keterbukaan, kewaspadaan, dan
perhatian Keluarga di setiap siklus hidup;

c. memenuhi kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan
bagi seluruh anggota Keluarga;



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

d. menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga;

membangun kesetaraan gender dalam mengelola rumah tangga;

f. memenuhi kebutuhan sandang;
g. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi;
h. menjaga dan mengupayakan kesehatan;

=

menyediakan tempat tinggal yang layak;

memenuhi kebutuhan pendidikan;

—.

k. memiliki pendapatan dan jaminan keuangan rumah tangga;
1. menjaga kepatuhan terhadap hukum;

m. mempererat komunikasi/hubungan Keluarga;

n. membangun dan menjaga kepedulian sosial; dan

o. menjalankan ajaran Agama dan tata nilai Budaya.

BAB IV
KETAHANAN KELUARGA

Bagian kesatu
Umum

Pasal 5
Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pembangunan Ketahanan

Keluarga.

Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menguatkan fungsi Keluarga.

Pasal 6
Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan
pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Keluarga dan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan
pelaksanaan program Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian kedua
Perencanaan

Pasal 7
Pemerintah  Daerah melakukan perencanaan Pembangunan

Ketahanan Keluarga dengan melibatkan masyarakat.

Dalam melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun
indeks Ketahanan Keluarga.



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks Ketahanan Keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Walikota.

Pasal 8
Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis Pembangunan
Ketahanan Keluarga.

Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan melakukan kajian Pembangunan Ketahanan
Keluarga.

Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan
masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis Pembangunan
Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

Pemerintah Daerah merencanakan dan menganggarkan program dan
kegiatan pendukung Ketahanan Keluarga di Daerah sesuai dengan
kewenangan.

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bersifat:

a. pengarusutamaan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan/atau

b. program dan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah Daerah;

b. Keluarga; dan

c. masyarakat.

Komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. legalitas dan keutuhan Keluarga;



(3)

b. ketahanan fisik Keluarga;

c. ketahanan ekonomi;

d. ketahanan sosial psikologis; dan
e. ketahanan sosial budaya.

Pembangunan terhadap komponen Ketahanan Keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui
pendekatan siklus hidup.

Paragraf 2
Pemenuhan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Pasal 11

Legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat
(2) huruf a terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

a.

b.

(1)

(2)

(1)

(2)

legalitas perkawinan dan kependudukan; dan

kesetaraan gender.

Pasal 12

Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi unsur legalitas
perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf a bagi seluruh anggota Keluarga.

Unsur legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. dokumen perkawinan;

b. akta kelahiran;

c. kartu keluarga;

d. kartu identitas anak;

e. kartu tanda penduduk; dan
f. akta kematian.

Pasal 13
Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas
perkawinan dan kependudukan untuk setiap penduduk Daerah.

Fasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas perkawinan dan
kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. mendorong kemudahan pengurusan dokumen perkawinan dan
kependudukan; dan

b. edukasi tentang perkawinan dan rumah tangga.



(3)

(1)

(2)

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam
pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14
Pemerintah Daerah melaksanakan edukasi kepada Keluarga tentang
Kesetaraan Gender dalam mengelola rumah tangga.

Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
antara lain:

a. media edukasi Ketahanan Keluarga; dan/atau

b. pendidikan/pelatihan.

Paragraf 3
Pemenuhan Ketahanan Fisik Keluarga

Pasal 15

Ketahanan fisik Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf b terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

a
b.

o

o

kecukupan pangan dan gizi;
kesehatan keluarga;
kecukupan sandang; dan

tempat tinggal yang layak huni.

Pasal 16

Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur ketahanan fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bagi seluruh anggota Keluarga,

melalui:

a.

memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan, sandang, dan
tempat tinggal yang layak huni;

mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan; dan

menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan
pangan dan gizi Keluarga antara lain melalui:

a.
b.

C.

pasar murabh;
kegiatan peningkatan gizi bagi Keluarga; dan/atau

edukasi tentang pangan dan gizi.



Pasal 18
Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada Keluarga
antara lain melalui:
edukasi kesehatan untuk Keluarga;

a.
b. penyediaan jaminan sosial kesehatan masyarakat;

c. penyediaan ruang laktasi di ruang publik;

d. penyediaan fasilitas olah raga di ruang publik;

e. perawatan kesehatan jiwa masyarakat; dan/atau

f. pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan.

Pasal 19
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tempat tinggal layak huni bagi
Keluarga miskin.

(2) Fasilitasi tempat tinggal layak huni sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa antara lain melalui:

a. bantuan perbaikan rumah tidak layak huni; dan/atau

b. penyediaan rumah susun umum.

Paragraf 4
Pemenuhan Ketahanan Ekonomi

Pasal 20
Ketahanan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf c terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

pendapatan Keluarga yang memadai;

pembiayaan yang memadai untuk pendidikan dan perlindungan
keuangan Keluarga.

Pasal 21
(1) Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur ketahanan
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, melalui;
a. aspek pendapatan;
b. pembiayaan pendidikan; dan
c. perlindungan keuangan keluarga.

(2) Untuk memenuhi aspek pendapatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, Keluarga wajib memiliki sumber penghasilan.

(3) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, ditujukan untuk membiayai pendidikan anak sampai tingkat
menengah.



(4) Perlindungan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c berupa aset dan/atau tabungan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan aspek pendapatan,
pembiayaan pendidikan, dan perlindungan keuangan keluarga.

Pasal 23
(1) Fasilitasi pemenuhan aspek pendapatan dan perlindungan keuangan
Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain melalui:
a. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Keluarga;
b. bursa lapangan pekerjaan formal dan nonformal; dan/atau
c. program padat karya.

(2) Selain melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya hidup antara
lain untuk:

orang lanjut usia dari Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan;
orang lanjut usia terlantar; dan/atau

c. anak yatim/piatu/yatim piatu dari Keluarga Rentan, dan anak
terlantar.

Pasal 24
Fasilitasi pemenuhan aspek pembiayaan pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 antara lain melalui:
bantuan operasional sekolah Daerah;
program beasiswa prestasi; dan/atau

c. program beasiswa bagi Keluarga Miskin.

Paragraf 5
Pemenuhan Ketahanan Sosio Psikologis

Pasal 25

Ketahanan sosio psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) huruf d terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

a. keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan

b. kepatuhan Keluarga terhadap hukum.



Pasal 26

Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur ketahanan sosio

psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melalui;

a. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan

b. meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 27

Untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan:

a. pewujudan kesetaraan dalam pengelolaan rumah tangga;
b. peningkatan sumber daya dan kualitas Keluarga;

c. penerapan pola asuh yang baik;

d. pemulihan krisis Keluarga;

e. pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; dan

f. pencegahan risiko perceraian.

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap keutuhan dan

keharmonisan keluarga antara lain melalui:

a. pelaksanaan edukasi keutuhan dan keharmonisan Keluarga;

dan/atau

b. pemberian kesempatan suami untuk mendampingi istri yang

melahirkan.
Pasal 28

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan memahami dan

melaksanakan norma hukum.

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan
tanggungjawab Keluarga untuk menjaga kepatuhan terhadap

hukum melalui:
a. edukasi kesadaran hukum Keluarga;
b. pemberdayaan perlindungan masyarakat; dan

c. pembinaan Keluarga yang terlibat permasalahan hukum.



Paragraf 6
Pemenuhan Ketahanan Sosial Budaya

Pasal 29

Ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf e terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

ketaatan beragama;
kepedulian sosial; dan

pendidikan.

Pasal 30
Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur ketahanan
sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, melalui:
a. aspek ketaatan beragama;
b. aspek kepedulian sosial; dan
c. aspek pendidikan.

Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek ketaatan
beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain
melalui:

pendidikan keagamaan bagi anggota Keluarga;
pemenuhan sarana ibadah; dan/atau

c. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama
masing-masing.

Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek kepedulian sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain melalui:

mendampingi dan menghormati orang tua lanjut usia;
mendampingi keluarga miskin dan tidak mampu; dan/atau

c. berpatisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di
masyarakat;

Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain melalui:

a. menanamkan tata nilai budaya;
b. berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan; dan/atau

c. mengupayakan pendidikan anak sampai tingkat menengah.



Pasal 31
Pemerintah Daerah memberikan dukungan ketaatan beragama untuk
Keluarga antara lain melalui:

a. bantuan bagi tenaga pengajar pendidikan agama dan organisasi
keagamaan di masyarakat;

b. bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan;

c. bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan;
dan/atau

d. bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah.

Pasal 32
Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam membangun dan
menjaga kepedulian sosial antara lain melalui:

a. penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung
Ketahanan Keluarga;

b. perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin; dan/atau

c. pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 33
Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pendidikan
Ketahanan Keluarga antara lain melalui:

a. pengintegrasian mata pelajaran pada satuan pendidikan sesuai
dengan kewenangan;

b. pembuatan media edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga untuk
masyarakat;

c. penyelenggaraan pelatihan dan/atau forum edukasi Keluarga;
dan/atau

d. media pembelajaran Ketahanan Keluarga melalui pemanfaatan
teknologi informatika dan komunikasi.

BAB V
KADER PENDAMPING KETAHANAN KELUARGA

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah membentuk Kader Pendamping Ketahanan
Keluarga.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Kader Pendamping Ketahanan Keluarga bertugas antara lain untuk:

a. memberikan edukasi, pendampingan, bimbingan, konsultasi,
dan motivasi bagi keluarga di kelurahan; dan/atau

b. melakukan mediasi dan pendampingan terhadap permasalahan
keluarga yang terjadi di wilayah kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kader Pendamping Ketahanan Keluarga dapat melakukan rujukan
kepada instansi/lembaga terkait.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Pendamping Ketahanan
Keluarga diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

Masyarakat berperan serta dalam Pembangunan Ketahanan
Keluarga.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga
antara lain:

a. perguruan tinggi;

b. pelaku usaha;

c. organisasi kemasyarakatan;
d

organisasi keagamaan; dan

o

lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 36

Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a
berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui Tridarma
perguruan tinggi.

Pasal 37

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b
berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui antara lain:

a.

penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik untuk mendukung Ketahanan
Keluarga di lingkungan usahanya,;

berpartisipasi dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui
kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau

memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengikuti
persiapan perkawinan dan/atau mendampingi istri melahirkan.



Pasal 38

Organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan lembaga
swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
huruf ¢, huruf d, dan huruf e berperan dalam Pembangunan Ketahanan
Keluarga melalui antara lain:

a.
b.

o

o

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

penyelenggaraan edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga,;
pemberian advokasi penyelesaian permasalahan Keluarga;
media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;

menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga;
dan/atau

memberikan usulan, masukan, dan/atau saran yang membangun
terhadap kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga di semua
tingkatan pemerintahan di Daerah.

BAB VII
SISTEM INFORMASI KETAHANAN KELUARGA

Pasal 39

Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan
Keluarga meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian,
penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau
informasi tentang Ketahanan Keluarga.

Data dan informasi tentang Ketahanan Keluarga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga,
permasalahan Keluarga dan potensi Keluarga.

Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk:
a. perencanaan kebijakan;

b. monitoring dan evaluasi;

c. pusat data dan informasi;

d. pengaduan; dan/atau

e. media belajar tentang Ketahanan Keluarga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ketahanan
Keluarga diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 40

Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.



(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menggunakan indeks Ketahanan Keluarga.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan
masyarakat.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 42

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama
6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 April 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,
Ttd
M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH
LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 8

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-68 / 2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Pembangunan manusia seutuhnya meliputi semua dimensi dan
aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur. Keluarga sebagai sebuah unit terkecil
dalam sistem sosial mempunyai peranan penting dalam mencapai
kesejahteraan masyarakat. Keluarga mempunyai peran dalam
memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan
sebagainya. Pengaruh globalisasi dan perubahan di bidang ekonomi,
lingkungan dan sosial selain merupakan faktor pendukung dalam
kesejahteraan keluarga juga dapat menjadi ancaman terhadap ketahanan
keluarga. Keluarga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal
berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Hanya keluarga
dengan tingkat ketahanan keluarga tinggi yang dapat menyaring
pengaruh negatif dinamika sosial.

Penyelengaraan pembangunan keluarga bertujuan untuk menjamin
terwujudnya Keluarga yang religius, sejahtera, berbudaya, dan modern,
melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga, mendukung
pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah, menerapkan Tata Nilai
agama dan Budaya dalam kehidupan berkeluarga, mendukung upaya
kerja sama dan sinergisitas para pemangku kepentingan terkait dengan
Pembangunan Ketahanan Keluarga, mendukung penguatan fungsi
Keluarga, menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga,
dan menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga.

Agar upaya Penyelengaraan pembangunan keluarga dapat berdaya
dan berhasil guna maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu
Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan Pembangunan Ketahanan
Keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas..
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.



Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
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saling berkaitan. Penjelasan terkait dimensi, variabel, dan
indikator ketahanan keluarga yang digunakan dijabarkan setelah
ringkas berikut ini.

A. Dimensi 1 Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga 3
Variabel: 1. Landasan l=galitas (2 indikator) 2. Keutuhan
keluarga (1 indikator) 3. emitraan gender (4 indikator)

B. Dimensi 2 Ketahanan fisik3 Variabel: 1. Kecukupan pangan
dan gizi (2 indikator) 2. Kesehatan keluarga (1 indikator) 3.
Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur (1 indikator)

C. Dimensi 3 Ketahanan Ekonomi 4 Variabel: 1. Tempat tinggal
keluarga (1 indikator) 2. Pendapatan keluarga (2 indikator) 3.
Pembiayaan pendidikan anak (2 indikator) 4. Jaminen
keuangan keluarga (2 indikator)

D. Dimensi 4 Ketahanan Sosial- Psikologi2 Variabel: 1.
Keharmonisan keluarga (2 indikator) 2. Kepatuhan terhadap
hukum (1 indikator)

E. Dimensi 5 Ketahanan Sosial- Budaya 3 Variabel: 1.
Kepedulian sosial (1 indikator) 2. Keeratan sosial (1
indikator) 3. Ketaatan beragama (1 indikator)

Dimensi 1: Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga.

Penetapan dimensi landasan legalitas dan keutuhan
keluarga didasari pada pemikiran bahwa keluarga akan inemiliki
tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarken pilar
yang kuat berupa perkawinan/pernikahan yang sah menurut
hukum positif yang berlaku di negara ini. Pekawinan bukan saja

harus sah menurut agama/kepercayaan, tetapi juga diakui dan

disahkan menurut perundang- undangan yang berlaku sehingga
ada kepastian hukum tentang eksistensi pernikahan, serta adanya
f pengakuan dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara
| suami-istri berserta anak keturunannya. Pentingnya legalitas

perkawinan menurut perundang- undangan didasari pada

pwinan perlindungan dan ketertiban dalam pelaksanaan
perkawinan serta kejelqs)aMﬁk. Léﬁdasan legalitas
k;ld;rggti;g;ligﬁ;g ketahanan keluarga adalah perkawinan
yang sah menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,
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